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PENETAPAN 

Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Jth 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Asnawati Binti M. Said, tempat dan tanggal lahir Desa Kampong Baroh, 

21 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan 

Petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama, tempat kediaman di Bak Cirih, Kecamatan 

Montasik, Kabupaten Aceh Besar, sebagai  

Penggugat; 

melawan 

Sabaruddin Bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Bak Cirih, 31 

Desember 1971, agama Islam, pekerjaan 

Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama, tempat kediaman di Bak Cirih,  Kecamatan 

Montasik, Kabupaten Aceh Besar, sebagai  Tergugat;  

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi 

di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 

2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Jth, 

tanggal 22 Agustus 2024; 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat 

dan  Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan  

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan  

Penggugat dan  Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator 

Hakim Fadhlia, S.Sy sebagaimana laporan mediator tanggal 6 September 

2024; 

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan isi kesepakatan 

tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat 

menyatakan tidak keberatan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan  Penggugat adalah 

seperti tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaiannya,  

Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, Tergugat membenarkan dan 

tidak keberatan; 

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan  Penggugat dicabut, oleh karena 

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada  Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENETAPKAN: 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya; 

2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Jth selesai 

karena dicabut; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

hingga kini dihitung sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu 

rupiah);   
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan 

pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Heti Kurnaini, S.Sy., M.H  sebagai 

Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua 

Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 

11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hadi, 

S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat; 

 

Hakim, 

dto. 

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H 

 

Panitera Pengganti, 

dto. 

Abdul Hadi, S.H  

 

Perincian biaya : 

  1.   Pendaftaran   Rp  50.000,00  
  2.   Proses   Rp150.000,00  
  3.   Panggilan   Rp400.000,00  
  4.   Redaksi   Rp  10.000,00  
  5.   Meterai   Rp  10.000,00  

    Jumlah Rp620.000,00 
    ( enam ratus dua puluh ribu rupiah )  
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